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ABSTRAK

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN PENERAPAN
YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI MEKANISME EKSTRADISI

DIKY RANGGA
02091001108

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, sebagaimana
diatur dalam pasal 7 Statuta Roma. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes
againts humanity) adalah satu dari empat kejahatan-kejahatan internasional
(international crimes), disamping the crime of genocide, war crimes, dan the crimes
of aggression. Perbuatan tersebut telah diterima sebagai sesuatu yang bertentangan
dengan kepentingan masyarakat internasional, yaitu sebagai delik jure gentium,
sehingga setiap negara memiliki kewenangan atau yurisdiksi untuk mengadili
kejahatan ini, karena apabila mereka mengadili dan menghukum pelaku kejahatan
ini, maka mereka tidak hanya melindungi kepentingan mereka sendiri, tetapi juga
kepentingan seluruh negara (yurisdiksi universal). Penerapan yurisdiksi universal
terhadap kejahatan internasional dapat berupa penerapan yurisdiksi universal
terhadap kejahatan internasional oleh negara-negara yang terikat pada suatu
instrumen hukum internasional tertentu (universal by treaty), dan penerapan
yurisdiksi universal dilakukan oleh semua negara tanpa melihat apakah dia terikat
ataupun tidak terikat pada suatu konvensi internasional tertentu (universal by
custom). Ekstradisi, sebagai salah satu wujud upaya penerapan yurisdiksi universal
dapat diberlakukan atas pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. hukum kebiasaan
internasional menjelaskan bahwa negara-negara meskipun belum terikat pada
perjanjian ekstradisi maka negara tersebut dapat melakukan ekstradisi termasuk
ekstradisi atas pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kata Kunci : Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Penerapan yurisdiksi universal,
Ekstradisi



ABSTRACT

CRIMES AGAINST HUMANITY AND THE IMPLEMENTATION OF
UNIVERSAL JURISDICTION THROUGH MECHANISMS OF
EXTRADITION

DIKY RANGGA
02091001108

Crimes against humanity are acts committed as part of a widespread or
systematic attack that aimed directly against the civilian population, as provided for
in article 7 of the Statute of Rome. Crimes against humanity is one of the four
international crimes besides the crime of genocide, the war crimes, and the crimes of
aggression. Such action has been accepted as something contrary to the interests of
the international community, namely as a delik jure gentium, so that each state has
the authority or jurisdiction to prosecute this crime, because when they prosecute and
punish the perpetrators of these crimes, they are not only profecting their own
interests but also the interests of the whole nation (universal jurisdiction). The
implementation of universal jurisdiction against international crime may constitute
the implementation of universal jurisdiction against international crime by countries
that is attached to an instrument of international law certain ( the universal by treaty
), and the implementation of universal jurisdiction be performed by all states without
see if it was bound or not attached to an international convention certain ( the
universal by custom ).Extradition, as any one form of the effort may be enforced the
implementation of universal jurisdiction over the crimes against humanity.

Key Word :

Crimes Against Humanity, Implementation of Universal Jurisdiction, Extradition
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya, pelaku kejahatan selalu berupaya dengan berbagai cara agar
terhindar dari tuntutan hukum. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah
meninggalkan tempat atau negara dimana kejahatan dilakukan. Yang menjadi
masalah adalah jika pelaku kejahatan tersebut melarikan diri atau berada di negara
lain. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya
melibatkan kepentingan kedua negara, tetapi seringkali lebih dari dua negara.

Hal ini bisa terjadi karena seseorang secara berturut-turut telah melakukan
kejahatan di dalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam
satu negara atau di luar suatu negara, menimbulkan akibat pada beberapa wilayah
negara, sehingga kejahatan tersebut menjadi kejahatan internasional'. Perubahan di
bidang transportasi telah terjadi selama abad 19 sehingga hal ini menimbulkan
meningkatnya angka para pelaku kejahatan yang mendapatkan tempat perlindungan

di Negara lain®.

! Romli Atmasamita memberikan definisi mengenai Hukum Pidana Internasional : “Hukum
P'idana yang mengatur batas-batas berlakunya hukum pidana di luar batas teritorial suatu negara”
d\§ampzi}\san dalam kuliah Hukum Pidana Internasional pada program Pascasarjana UNPAD di
Cimandiri, Jjumat 30 November 2007 (dikutip dari
http://syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html )

Grolier incorporated, , “The encyclopedia Americana *, international editi
Groiller, 1984, him 803 ition, volume 10,


http://syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/Q3/masalah-ekstradisi.htmn

Masyarakat nasional maupun internasional, mulai mengenal nama-nama
kejahatan yang relatif yang agak baru, seperti kejahatan terrorisme, kejahatan
penerbangan, kejahatan terhadap orang-orang yang memiliki hak-hak istimewa dan
kekebelan diplomatik atau orang-orang yang mendapat perlindungan perlindungan
secara internasional, kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia,
kejahatan menurut hukum internasional, dan lain sebagainya, disamping kejahatan
sejenis yang sudah lebih dahulu dikenal seperti kejahatan perang, kejahatan genocide,
kejahatan pembajakan dilaut dan kejahatan narkotika.

Pengenalan “Crimes Againts humanity” ( Kejahatan terhadap Kemanusiaan),
pertama kali mulai dikenal dan telah menjadi hukum internasional positif yakni,
setelah terjadi Perang Dunia II, sebagaimana ditegaskan dalam Article 6 Charter of
The International Military Trybunal, Mahkamah Militer Internasional atau yang juga
dikenal dengan London Agreement, Agutus 8, 1945.

Pasal 6 tersebut tidak mendefinisikan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan,
melainkan hanya menjabarkan kejahatan-kejahatan apa saja yang merupakan
kejahatan terhadap kemanusiaan’.

Dalam pergaulan masyarakat internasional, khususnya masyarakat
bangsabangsa atau negara-negara, seperti trauma terhadap akibat-akibat yang
mengerikan dari Perang Dunia II, sehingga hal-hal yang merupakan penghormatan

dan perlindungan hak asasi manusia dan kemanusiaan mendapat prioritas dalam

3 r . §
Lihat penjelasan kejahatan kemanusiaan, , “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes

Againts humanity”), http://www.sekitarkita.com, 2002


http://www.sekitarkita.com

pengaturannya pada dalam internasional. Dalam waktu yang tidak begitu lama telah
dihasilkan antara lain, Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia, 10 Desember
1948, konvensi Genosida pada tahun 1949, dan setahun kemudian dihasilkan
konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban. Dalam perkembangan
selanjutnya, pada tahun 1953 dikawasan Eropa Barat, lahirlah European Convention
on Human Rights and fundamental Freedoms (konvensi Eropa tentang Hak-Hak
Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia). Demikian pula dikawasan Amerika dan
Afrika juga lahir konvensi-konvensi regional tentang hak-hak asasi manusia. Pada
tahun 1966, Majelis Umum PBB berhasil menyepakati dua instrumen Hak-Hak Asasi
Manusia, yakni, Covenant on Civil and Political Rights dan Covenant on Economic
and Cultural Rights. Selanjutnya, berbagai instrumen Hak-Hak Asasi Manusia baik
dalam ruang lingkup global dan regional, maupun yang bersifat sektoral serta
spesifik, mufai bermuncufan’.

Semua ini dengan akibat-akibat yang tidak berbeda dengan akibat-akibat yang
ditimbulkan oleh Perang Dunia II, yakni tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan
universal yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara, perbedaan ras, warna
kulit, suku, etnis, agama, dan kepercayaan. Sebagai konsekuensinya, muncullah
usaha-usaha untuk menginternasionalisasikan  kejahatan-kejahatan yang

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal ini dan mengaturnya dalam

4
Wayan Parthiana, Hukum Pi i o .
2004, hal 23, Yy a, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung



bentuk instrumen-instrumen hukum internasional, seperti perjanjian-perjanjian atau
konvesi-konvensi internasional.

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Againtst Humanity), setelah
diterapkan dalam proses peradilan para penjahat perang oleh Mahkamah Militer
Internasional di Nurenberg 1946 dan Tokyol948, selanjutnya berkembang dalam
wacana akademik dalam bentuk karya-karya ilmiah para ahli hukum internasional.

Berdasarkan pengaturan pada Statuta Mahkamah Internasional menegaskan
empat jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah® yakni kejahatan
perang (war crimes), kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Againts humanity),
kejahatan agresi (crimes agression) dan kejahatan genocide (crimes of genocide).
Sedangkan yang termasuk dalam ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan
adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 7 dalam Statuta Roma 1998.

Jadi mengenai ruang lingkup dari kejahatan terhadap kemanusiaan sudah
mengalami perluasan jika dibandingkan dengan ruang lingkupnya pada awal mula
kemunculannya, yakni sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Statuta Mahkamah
Militer Internasional (perjannjian London,1945). Perluasan ini disebabkan karena
perkembangan dari berbagai bentuk dan jenis kejahatan-kejahatan itu sendiri. Tentu
saja secara hipotesis dapat dikemukakan, bahwa pada masa-masa yang akan datang
dengan semakin bertambah atau berkembangnya bentuk dan jenis-jenis kejahatan
maka ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan juga semakin bertambah luas.

Jadi, untuk sementara waktu dapat dikatakan, bahwa apa yang dinamakan kejahatan

*Pasal 5 Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Traktat Roma, 1998)




IS5,

terhadap kemanusiaan (Crimes Againis humanity) ini hanyalah merupakan himpunan
atau kumpulan dari beberapa kejahatan yang dapat saling berkaitan satu sama
lainnya, yang dipandang bertentangan dengan nilainilai kemanusiaan secara
universal.

Problema yang muncul yaitu, negara mana yang dapat mengadili dan
menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes
Against Humanity), hal tersebut berkaitan dengan masalah yurisdiksi negara dalam
hukum internasional.

Dalam konteks ini, lembaga peradilan internasional atau negara mana yang
memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini, yakni tunduk terhadap
yurisdiksi negara tempat terjadinya, negara tempat timbulnya korban, atau negara
tempat si pelaku berkewarganegaaraan. Atau apakah semua negara di dumia ini
memiliki yurisdiksi yang sama terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut®. Kejahatan
terhadap kemanusiaan secara mendasar berhubungan erat dengan tersentuhnya nilai-
nilai kemanusiaan secara universal, maka akan tepat bila atas kejahatan terhadap
kemanusiaan tersebut diberlakukan yurisdiksi universal. Berdasarkan yurisdiksi
universal, jika ditinjau dari hukum intenasional bahwa setiap negara berhak,
berkuasa, ataupun berwenang dalam mengadili si pelaku , tanpa memandang
siapapun pelakunya atau siapapun korbannya, juga tanpa memandang tempat maupun

kapan kejadian tersebut. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum

6 "
Gultom hasiholan, Kompetensi mahkamah Pidana Inetrnasional dan Peradilan Kejahatan
Terhadap Kemanusiaan di Timor Timor, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hal 157
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terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaufan hidup (Soekanto, 1979) J

Ekstradisi adalah proses penyerahan oleh suatu Negara terhadap seorang
tersangka atau terpidana karena telah melakukan kejahatan ke Negara lain yang
berwenanng memeriksa dan mengadii kejahatan tersebut®. Menyadari hal tersebut di
atas, pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerjasama antara negara
dalam upaya pencarian, penangkapan dan penyerahan pelaku kejahatan. Untuk tujuan
tersebut masing-masing negara membuat Undang-undang Ekstradisi dan membuat
Perjanjian Ekstradisi dengan negara lain.

Tidak ada aturan umum hukum internasional yang mewajibkan negara untuk
menyerahkan para pelaku kejahatan dan juga tidak mewajibkan penyelenggaraan
ekstradisi yang dilakukan atas dasar perjanjian formal ataupun kesepakatan (tanpa
ada perjanjian) atas dasar prinsip resiprositas. Praktek-praktek tentang pengambilan
dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari satu negara yang melarikan diri
ke negara lain, sudah berulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di
seluruh atau sebagian besar kawasan di dunia ini. Proses atau prilaku yang sama dan
berulang secara berkesinambungan inilah yang kemudian berkembang menjadi

hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dibentuk aturan hukum yang dibuat

7 Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers
2008, Him 12 ’

M budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981, Him 7
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melalui perjanjian-perjanjian internasional baik secara bilateral, multilateral maupun
regional. Yang diimplementasikan ke dalam bentuk perundang-undangan oleh

5 . 9
masing-masing ncgara .

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis ingin lebih mengetahui tentang
segala sesuatu yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes

Againts humanity) dan Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme

Ekstradisi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

sebagai berikut |

1. Bagaimana Penerapan Yurisdiksi Universal atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan
(Crimes Againts humanity) melalui Mekanisme Ekstradisi?

2. Bagaimana Peradilan atas Pelaku Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes
Againts humanity) oleh Badan Peradilan Internasional Berdasarkan Yurisdiksi
Universal?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan skripsi ini adalah untuk membahas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes

Againts humanity) dan Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme

Ekstradisi, yakni :

1. Untuk mengetahui Penerapan Yurisdiksi Universal atas Kejahatan terhadap

Kemanusiaan (Crimes Againts humanity) melalui Mekanisme Ekstradisi

9
Sumber Hukum Internasional, lihat penjelasan di http://www.tribun-timur.com
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2. Untuk mengetahui Proses Peradilan atas Pelaku Kejahatan terhadap Kemanusiaan
(Crimes Againts humanity) oleh Badan Peradilan Internasional Berdasarkan
Yurisdiksi Universal?

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, akan menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal
kebijakan dalam rangka pengembangan ide perlindungan masyarakat dan
pembinaan individu serta di sisi lain akan menambah dan memperluas
pengetahuan dalam hal kebijakan, khususnya mengenai “Kejahatan Terhadap
Kemanusiaan (Crimes Againts hAumanity) dan Penerapan Yurisdiksi Universal
Melalui Mekanisme Ekstradisi”.

2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan
pemikiran dalam upaya pembaharuan hukum Internasional maupun hukum
Nasional dapat juga sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan Mahasiswa Hukum
lainnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini merupakan jenis penulisan yuridis normative. Pengolahan data

pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-



bahan hukum tertulis!®. Penelitian ini akan mencoba membandingkan perbedaan
persamaan yang terdapat dalam aneka macam sister hukum. Penelitian ini akan
memberikan analisa dengan menggunakan bahan-bahan hukum tertulis yang juga
membandingkan perbedaan dan permasalahan mekanisme penyelesaian masalah
mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Againts humanity) dan
Penerapan Yurisdiksi Universal Melalui Mekanisme Ekstradisi
2. Teknik Pengumpulan data
Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data yang dilakukan studi
kepustakaan yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur
yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literatur-literatur tersebut diperoleh
tidak hanya melalui perpustakaan, akan tetapi ada sebagian yang diperoleh
melalui situs internet yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data
yang telah diolah terlebih dahulu. Data yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.'}

10 .
Sri Mamuji.et.al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Bad :
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal 68. ’ ? Bacan Benebit
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Persada. Jakarta. 2004. . € Penelition Hukum. PT Raja Grafindo
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b. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer, yakni dalam penulisan ini bahan hukum primer
yang digunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku,
jurnal-jurnal ilmiah, data-data dari internet, majalah-majalah hukum,
konvensi-konvensi Internasional yang terkait, Undang-undang dan
Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.

2. Bahan Ilukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan
literature yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau

| pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal,
artikel-artikel dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan
Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan
Daerah Sumatera Selatan, dan juga data-data yang berasal dari berbagai
situs Internet.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni Bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus (hukum).

F. ANALISIS DATA
Pendekatan yang mempengaruhi metode pengolahan dan analisis data, yaitu

pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitati€? Penelitian ini menggunakan

12 . . 55
Soerjorio Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu

; Tini.
Singkat,cet. 6, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001, hal 37 injauarn



11..

analisa secara kualitetif)’® yaitu mengenalisis dafa yeng berupa kettrangan-

keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi yang
berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis
terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok

permasalahan.
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